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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy es dan ye 
ص Sad S es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D de (dengan titik di bawah) 
ط Ta T te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ن Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha H Ha 
xi 
 
    
  
ء hamzah ‟ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
  ا Fathah A a 
  ا Kasrah I i 
  ا Dammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
  ى fathah dan yaa‟ Ai a dan i 
  ؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
  فْي  ك : kaifa 
  لْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
  ى…│   ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
A a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ I i dan garis di atas 
  و Dhammmah dan 
waw 
U u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي  ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
   تْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa‟marbuutah ada dua, yaitu taa‟marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa‟ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa‟ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa‟ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
  ة  ضْو  ر  نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
  ة ن ْي  د  ً نا ة ه  ضا ف ْنا : al- madinah al- fadilah 
  ة  ً ْك  ح ْنا  : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(   َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّت  ر : rabbanaa 
 ا ن ْي َّج ن : najjainaa 
   ك  حْنا : al- haqq 
   ى   ع ن : nu”ima 
   و د  ع : „aduwwun 
 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ي ت) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
   ي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
   ي ت  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby)  
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
   صًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
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   ة ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  طه ف ْن ا : al-falsafah 
   د  لَ ث ْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
Contoh : 
  ٌ ْو  ر  ْيا ت : ta‟muruuna 
  عْوَّننا : al-nau‟ 
  ءْي  ش : syai‟un 
  تْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur‟an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :  
 Fizilaal Al-Qur‟an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafz al- Jalaalah (ٰهللّا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh : 
  ٰللّا ن ْي  د diinullah   ٰللّاا ت billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi‟ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan  
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Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur‟an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
Swt. = subhanallahu wata‟ala 
Saw. = sallallahu „alaihi wasallam 
r.a = radiallahu „anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 
 
Nama :  Susi Sugiarti 
Nim :  10300113042 
Judul  : Aspek Maslahat dan Mudharat Perceraian Perspektif Hukum 
Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunggminasa). 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui faktor yang menyebabkan 
perceraian yang mengandung mashlahat dan mudharat. 2) mengetahui pandangan 
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
mengandung mashlahat dan mudharat perceraian. 3)  mengetahui aspek mashlahat 
dan mudharat perceraian perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah yuridis dan teologi-normatif serta metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengelolaan 
dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu editing data, coding 
data, menguraikan data dan memecahkan masalah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya 
perceraian mengandung mashlahat dan mudharat perceraian yang mengandung 
perceraian yaitu : Faktor ekonomi, krisis akhlak, tidak harmonis, dan faktor kekerasan 
fisik. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang mengandung mashlahat dan mudharat perceraian yaitu Hukum 
Islam membolehkan adanya perceraian bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi 
dipertahankan dan kalau dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan 
kemudharatan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk 
melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat 
lagi hidup rukun dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. Aspek mashlahat dan mudharat Perceraian yaitu, dalam aspek 
mashlahatnya jika sudah tidak ada lagi kebaikan untuk dipersatukan alangkah 
baiknya jika mengakhiri hubungan perkawinan antara suami istri. Sedangkan aspek 
mudharatnya itu berakibat kepada traumatis, ada perasan minder. Berakibat juga 
terhadap anak-anaknya baik pendidikan, nafkah, perkembangan, serta psikologinya. 
Impilkasi dari penelitian ini adalah: 1) Apabila suami atau istri ingin bercerai 
sebaiknya harus menimbang dulu mana mudharat yang lebih berat untuk diambil 
yang paling ringan mudharatnya. Mencegah kerusakan itu lebih didahulukan dari 
pada memperoleh kemaslahatan. 2) Meskipun suami istri yang resmi bercerai harus 
tetap memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Jangan sampai pasca  perceraian anak 
ditelantarkan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Oleh karena itu, pengertian 
perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi 
Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk 
menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.  
Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah 
Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari 
kehidupan perkawinan itu menyalahi Sunnah Allah dan Sunnah Rasul tersebut dan 
menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah 
warahmah. 
Putusnya perkawinan yang dalam kitab fiqh disebut ṭalᾱq diatur secara cermat 
dalam Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan 
pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan dan juga secara panjang lebar diatur 
dalam KHI. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya 
perkawinan dengan rumusan: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan 
pengadilan. Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI Pasal 113 
                                              
1
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, Pasal 1. 
2 
 
2 
 
dan kemudian diuraikan dalam Pasal 114 dengan rumusan: Putusnya perkawinan 
yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan 
gugatan perceraian.
2
 
Meskipun demikian bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi 
dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan 
kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan 
demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi 
yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh.
3
 
Pemikiran beberapa masyarakat Islam bahwa perceraian itu semuanya buruk 
adalah tidak benar. Cerai adakalanya disuruh dalam Al-Qur‟ān, jika pernikahan sudah 
tidak bisa membawa kebaikan lagi. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2 : 231. 
                       
                        
                            
                          
   
Terjemahnya : 
“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, 
maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka 
dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi 
kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang 
siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya 
sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan 
                                              
2
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2011), h. 226-227. 
3
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2013), h.126-127. 
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ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu 
yaitu Al-Kitab (Al-Qur‟ān) dan Al-Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi 
pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah 
kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu”.4 
Perceraian itu adalah suatu kebaikan jika membawa maslahat seperti 
menghindari kezaliman antara suami dan istri. Jika membawa keburukan, maka 
keburukan itu dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun ketidaksenangan Nabi 
kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu 
Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim, sabda Nabi: 
 َع , َرَمُع ِنِْبا ِنَع ْن  ِِّبَّنلا ِوْيَلَع َِّللَّا ىِّلَص َدْنِع ِلَلاَْلَْا ُضَغ ْبأ : َلاَق ْمّلَسَو
) َدُواَد ُوبأ ُهاَوَر( ُقَلاَّطلا َِّللَّا5 
Artinya: 
Dari Ibnu Umar Radiyallahu „anhu bahawa Rasulullah Shallallahu „alaihi wa 
Sallam bersabda: Barang yang halal yang paling dibenci Allah adalah 
Perceraian (talak). (H.R. Abu Dawud). 
Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, 
perceraian mempunyai tempat tersendiri, karena dalam masyarakat pernikahan 
biasanya berakhir dengan perceraian yang mudah dilakukan. Perceraian juga biasanya 
disebabkan karena sifat atau tindakan seseorang suami yang sewenang-wenang 
terhadap istrinya, maupun konflik yang sering terjadi di dalam rumah tangga.  
Perceraian bisa saja dilakukan jika salah satu pihak mempunyai alasan yang 
sah bahwa suami istri tidak akan rukun lagi sebagai suami istri. Hal ini diatur dalam 
                                              
4
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf (Solo; 
Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 37.  
5
Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, Jus II (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 
120. 
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Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam 
Kompilasi Hukum Islam bab XVI pasal 116. 
Sesuai bunyi Pasal tersebut maka dapat dipahami, perceraian dapat memberi 
kemaslahatan bagi yang ingin bercerai karena untuk menolak bahaya yang lebih besar 
guna mendapatkan kemashlahatan dalam arti tidak ada lagi gunanya untuk 
dipertahankan. Apabila sebuah rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan karena 
alasan suami pemabuk, penjudi, terjadinya penganiayaan dan lain sebagainya yang 
memang sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama maka perceraian dapat 
dilakukan.  
Secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi 
membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, 
kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah 
terkait, “Aspek Maslahat dan Mudharat Perceraian Perspektif Hukum Islam dan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Sungguminasa)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada aspek maslahat dan mudharat perceraian. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan fokus penelitian di atas maka dideskripsikan fokus tersebut 
sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Unsur-unsur yang bisa 
mengandung aspek maslahat dan 
mudharat perceraian 
Hal-hal yang bisa mengandung aspek 
maslahat dan mudharat perceraian 
1. Suami yang menceraikan 
istrinya.
6
 
2. Perempuan (istri) yang di 
thalaq.
7
 
3. Shigat atau ucapan thalaq.8 
1. Putusnya perkawinan atau perceraian 
atas kehendak Allah swt. sendiri 
melalui wafatnya salah seorang 
suami atau istri.
9
 
2. Putusnya perkawinan atau perceraian 
atas kehendak suami (thalaq).
10
 
3. Putusnya perkawinan atau perceraian 
atas kehendak istri.
11
 
4. Putusnya perkawinan atau perceraian 
atas kehendak hakim sebagai pihak 
ketiga (fasakh).
12
 
 
C. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 
pokok permasalahan yaitu bagaimana aspek maslahat dan mudharat perceraian 
perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa). 
Berdasarkan pokok masalah tersebut dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 
                                              
6
M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2014), h. 36. 
7
M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 41. 
8
M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 42. 
9
M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 5. 
10
M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 6. 
11
M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 6. 
12
M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, h. 7. 
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1. Bagaimana faktor yang menyebabkan perceraian yang mengandung 
maslahat dan mudharat? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan yang mengandung maslahat dan mudharat 
perceraian? 
3. Bagaimana aspek maslahah dan mudharat perceraian perspektif Hukum 
Islam dan Undang-Undang dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama 
Sungguminasa? 
D. Kajian Pustaka 
Skripsi ini berjudul “Aspek Maslahat dan Mudharat Perceraian Perspektif 
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi 
Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa).” Banyak literatur yang membahas 
tentang perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 
hukum Islam yang mengatur tentang perceraian. Agar pembahasan tersebut lebih 
fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya  adalah sebagai berikut: 
Soedharyo Soimin dalam bukunya Hukum Orang dan Keluarga Perspektif 
Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Dalam bukunya membahas 
soal perceraian dari Nyonya Ani yang ingin bercerai dengan suaminya karena alasan 
ingin dimadu. Nyonya Ani berangkat dari suatu perkawinan dengan suaminya tanpa 
harta yang berarti. Setapak demi setapak dari perkawinannya dapat dikumpulkan 
uang simpanan. Di samping itu, dia bekerja pada suatu perusahaan swasta dengan 
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jabatan yang memungkinkan mendapat gaji lebih besar dari suaminya sebagai 
Pegawai Negeri golongan II. Namun dalam perkawinannya yang telah berlangsung 
10 tahun belum dikaruniai anak. Dalam persoalan kasus dari Nyonya Ani hanya 
mempermasalahkan tentang soal pembagian harta sebagai aspek mudharat dari 
perceraian. Dalam buku ini hanya membahas tentang aspek mudharat perceraian pada 
kasus yang terjadi terhadap Nyonya Ani.
13
 
Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati dalam bukunya 
Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, 
menyatakan bahwa kasus perceraian baik cerai talak atau cerai gugat semakin tinggi 
tidak ada yang dapat disalahkan, karena mempertahankan keluarga yang tidak 
harmonis sama saja mempertahankan penyakit dalam tubuh. Yang harus menjadi 
perhatian adalah bagaimana perkawinan tersebut dapat dipahami sedemikian rupa 
oleh masing-masing pasangan, sehingga tidak mudah untuk menyatakan cerai kepada 
pasangannya. Dalam buku ini melihat bahwa perceraian itu memberikan mashlahat 
karena mempertahankan keluarga yang tidak harmonis sama saja mempertahankan 
penyakit dalam tubuh.
14
 
Ahmad Tholabi Kharlie dalam bukunya Hukum Keluarga Indonesia. Tampak 
dalam hal banyaknya perkara cerai gugat yang diajukan oleh para istri ke Pengadilan. 
Hal ini tentu tak dapat dihindarkan, mengingat kondisi kesadaran dan pendidikan 
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Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, 
Hukum Islam, dan Hukum Adat (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 67. 
14
Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, Referensi bagi hakim peradilan 
agama tentang kekerasan dalam rumah tangga (Cet. I; Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), h. 101. 
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masyarakat terutama perempuan pun semakin meningkat. Dalam kondisi perempuan 
tidak lagi tergantung dengan ekonomi keluarga, maka ia akan sangat mudah 
melepaskan ketertarikannya dengan suami jika ternyata hubungan suami istri tidak 
memberikan suatu kesenangan atau malah membuatnya menderita. Sangat wajar bila 
perceraian dianggap sebagai pilihan yang tepat. Dalam buku ini melihat dari aspek 
maslahat dari perceraian terutama terhadap kaum wanita.
15
 
M. Thahir Maloko dalam bukunya Perceraian dan Akibat Hukum dalam 
Kehidupan menyatakan Dampak Perceraian terhadap Perkembangan Psikologi Anak. 
Dampak yang paling besar adalah pengaruh pekembangan anak dan masa depannya. 
Adapun dampak perceraian terhadap perkembangan psikologi anak, adalah: (1) 
dampak terhadap nafkah anak; (2) dampak terhadap pendidikan anak; (3) dampak 
terhadap prilaku seksual anak; (4) dampak terhadap hilangnya kasih sayang. Namun 
dalam buku ini hanya melihat aspek mudharat terhadap anak.
16
 
Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI dalam bukunya Keluarga 
Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia, melihat aspek 
mashlahat dari perceraian itu dari faktor yang menyebabkan kelurga tidak harmoni. 
Achmad Mubarok misalnya, menjelaskan bahwa problem yang muncul dalam 
keluarga biasanya antara lain : kesulitan memilih jodoh atau kesulitan mengambil 
keputusan siapa calon suami atau istri, ekonomi keluarga yang kurang tercukupi, 
                                              
15
Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 
2013), h. 239-240. 
16
M.Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2014), h. 216-226. 
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perbedaan watak, tempramen dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara 
sumai dan istri, ketidak puasan dalam hubungan seksual, kejenuhan rutinitas, 
hubungan antar keluarga yang kurang baik, ada orang ketiga, atau yang sekarang 
popular dengan istilah wanita idaman lain (WIL) dan pria idaman lain (PIL), 
menurunnya perhatian dari kedua belah pihak (suami dan istri), dominasi orang tua 
atau mertua, kesalahpahaman antara kedua belah pihak, serta poligami. Dalam 
bukunya hanya melihat aspek mashlahat dari perceraian sebab adanya faktor yang 
menyebabkan keluarga tidak harmonis.
17
 
Sri Mulyati dalam bukunya Relasi Suami Istri dalam Islam. Syariat Islam 
memberi kemungkinan kepada istri untuk mengajukan permohonan cerai ke 
Pengadilan, ketika timbul keadaan yang tidak memberikan kenyamanan dalam 
kehidupan perkawinannya. Keadaan yang dimaksud membuatnya menderita karena 
tidak diperlakukan dengan adil, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan 
perkawinan yang terjalin. Kasus yang sering terjadi antara lain: (1) karena tidak ada 
nafkah, (2) karena bahaya yang kritis, (3) karena jelek pergaulan, (4) karena takut 
terjadi bencana, dan (5) karena suami ditahan. Dalam buku ini hanya menjelaskan 
mashlahat dari perceraian.
18
 
Hikmah Shoaleh, Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum 2013 
dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai karena 
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Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Keluarga Harmoni dalam Perspektif 
Berbagai Komunitas Agama, (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan Badan Litbang dan 
Diklat Kementrian Agama RI, 2011), h. 125-126. 
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Sri Mulyati, Relasi Suami dan Istri dalam Islam (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 
35-36. 
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Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun dalam 
Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.447/ Pdt.G/2011/PA.Ptk). Dalam skripsinya 
membahas kasus perceraian antara suami istri yang dikarunia 3 orang anak dan ketiga 
anak tersebut tinggal bersama suami. Alasan suami (Pemohon) menceraikan istrinya 
(Termohon) bermula karena sering terjadi perselisihan dan istri sering meminta cerai 
kepada suami karena sudah tidak cinta lagi dan mengancam akan pergi meninggalkan 
keluarga untuk menemui laki-laki yang dicintainya dari Inggris yang dikenalnya 
melalui Facebook. Dari kasus ini penyebab suami mengajukan permohonan 
perceraian karena istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami. Dalam hal ini istri 
telah melakukan nusyuz. Dari perceraian ini memberikan mashlahat terhadap suami 
dan memberikan kemudharatan terhadap anak-anaknya. Yang membedakan dari 
penulis itu dari kasus permasalahannya.
19
 
Berdasarkan pemaparan literatur tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada yang 
membahas mengenai aspek maslahat dan mudharat perceraian perspektif hukum 
Islam dan Undang-Undang. Meskipun ada penelitian terdahulu yang membahas 
perceraian, namun tidak membahas aspek maslahat dan mudharat perceraian serta 
hukum Islam dan Undang-Undang di dalamnya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a.  Tujuan Penelitian 
                                              
19Hikmah Shoaleh, “Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai karena Perselisihan dan 
Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun dalam Rumah Tangga (Studi Kasus 
Putusan No.447/Pdt.G/2011/PA.Ptk”, skripsi (Makassar, Fak. Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013), 
h. 230-241. 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu: 
1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perceraian yang mengandung 
maslahat dan mudharat. 
2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung maslahat dan mudharat 
perceraian. 
3) Untuk mengetahui aspek maslahat dan mudharat perceraian perspektif Hukum 
Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam kasus perceraian di 
Pengadilan Agama Sungguminasa. 
b. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah: 
1) Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang faktor yang 
menyebabkan perceraian yang mengandung maslahat dan mudharat. 
2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait mengenai 
pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang mengandung maslahat dan mudharat perceraian. 
3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang aspek mashlahat dan 
mudharat perceraian perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
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BAB II  
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan 
sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain 
jinayat (pidana Islam).
20
 Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk 
digunakan dalam pidana Islam, yang juga akan diterapkan dalam kehidupan 
masyarakat Islam, baik lokal maupun nasional.   
Dalam Kamus Hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam (Indonesia) atau 
hukum syara‟ ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan 
dengan kehidupan berdasarkan al-Qur‟an.21  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukum Islam ialah 
peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur‟an 
dan hadis.
22
 Artinya, hukum Islam merupakan produk fikih Indonesia. 
Pengertian hukum Islam atau hukum syara‟ menurut istilah ulama ushul, 
adalah doktrin (khitab) syari‟ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang 
                                              
20
Amrullah Ahmad dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. I; 
Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.  
21
Sudarsono, Kamus Hukum, Edisi Baru (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 169. 
22
Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet I; Jakarta: 
Balai Pustaka, 2001), h. 411.  
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mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (tagrir).
23
  
Menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian dari ilmu 
fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas 
pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam 
mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara 
umum.
24
 Kemudian dalam Ensiklopedia Hukum Islam, ulama ushul fikih 
mendefinisikannya dengan tuntutan Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan 
orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu menjadi 
sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhsah (keringanan) atau „azimah 
(perbuatan).
25
  
Berbagai pengertian tentang hukum Islam tersebut, maka dapat dipahami 
bahwa hukum Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan dibakukan di 
Indonesia. Dengan demikian hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan 
yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam lima produk pemikiran hukum 
yaitu fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan undang-undang, serta sosiologi 
hukum yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. 
                                              
23
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany 
dan Moh. Tolchan Mansoer dengan judul, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Cet. III; PT Raja Grafindo 
Persada, 1993), h.153. 
24
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Edisi II (Cet. I; 
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9. 
25
Abdul Azis Dahlan, el al., Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru 
van Hoeven, 2001), h. 572.  
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Hukum Islam di Indonesia merupakan hasil dari ijtihad ulama yang 
melahirkan kitab fikih yang bersumber dari Al-Qur‟an dan hadis, sehingga 
dipedomani oleh para peneliti dan penulis tentang hukum Islam tersebut, 
diformulasikan dalam satu kitab atau buku yang menjadi rujukan dalam mengambil 
keputusan atau kebijakan dalam lembaga-lembaga peradilan dan instansi lainnya.
26
 
2. Sumber Hukum Islam 
Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. 
Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air, sumber hukum Islam kadang-kadang 
disebut „dalil‟ hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah (1) Al-Qur‟an, (2) As-
Sunnah (Al-Hadits), serta (3) akal pikiran atau Ra‟yu manusia yang memenuhi syarat 
untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan 
berbagai jalan (metode) atau cara, diantaranya adalah (a) ijma‟, (b) qiyas, (c) istidal, 
(d) al-masalih al-mursalah, (e) istihsan, (f) istihsab dan (g) „urf.27 
a. Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ia memuat 
kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan 
lebih lanjut. Al-Qur‟an adalah kitab suci yang memuat wahyu dari Allah Subhana Wa 
ta‟ala yang original yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad 
Shallalahu „alaihi Wasallam sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 
                                              
26
Supardin, Materi Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 24.  
 
27
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.73.  
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2 bulan 22 hari. Untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam 
menjalani kehidupannya di dunia ini sehingga mencapai kesejahteraan dan 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 
b. As-Sunnah (Al-Hadits)  
As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam 
terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Shallalahu „alaihi 
wasallam berupa perkataan ataupun taqrir yang mempunyai kaitan dengan hukum. 
Pengertian inilah yang dimaksudkan untuk kata As-Sunnah dalam hadis Nabi 
Shallalahu „alaihi wasallam, “sungguh telah ku tinggalkan untukmu dua perkara 
yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu  kitab 
Allah dan Sunnah Rasul-Nya.” (Al-hadits)28 
As-sunnah merupakan sumber hukum islam yang kedua, berupa perkataan, 
perbuatan dan sikap diam Nabi Shallallahu „alaihi wasallam yang tercatat dalam 
kitab hadits, ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-qur‟an.29 
c. Akal Pikiran (al-Ra‟yu atau Ijtihad) 
Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad yang menjadi 
sumber hukum Islam yang ketiga ini dalam kepustakaan disebut ar ra‟yu atau ijtihad 
saja. Secara harfiah ra‟yu berarti pendapat dan pertimbangan. Dasar hukum untuk 
mempergunakan akal pikiran atau ra‟yu untuk berijtihad dalam pengembangkan 
                                              
28
Zainuddin Ali, Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 32. 
29
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, h. 97. 
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hokum Islam adalah Al-qur‟an Surat An-Nisa ayat 59. Perkataan Ijtihad dalam bahasa 
Arab berasal dari kata jahada berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala 
daya dalam berusaha. Dalam hubungannya dengan hukum, ijtihad adalah usaha atau 
ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang 
ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan 
garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-qur‟an dan 
Sunnah Nabi Shallallahu „alaihi wasallam.30 
Ada beberapa metode yang digunakan dalam berijtihad yaitu (a) ijma‟ atau 
kesesuaian pendapat, (b) qiyas atau menyamakan hukum, (c) istidal atau menarik 
kesimpulan dari dua hal yang berlainan, (d) al-masalih al-mursalah atau menemukan 
hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dlam masyarakat, (e) istihsan atau 
menentukan hukum dengan jalan menyimbang demi keadilan dan kepentingan sosial, 
(f) istihsab atau menetapkan hukum sesuai dengan kejadian yang sama di masa 
lampau dan (g) adat istiadat („urf) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
3. Ruang Lingkup Hukum Islam 
Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah ini dengan hukum 
Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, 
maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak 
membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini 
                                              
30
Muhammad Daud Ali Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, h. 116. 
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deisebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-
segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. 
Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang 
hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, (1) 
munākahāt, (2) wirāsah, (3) mu‟āmalāt dalam arti khusus. (4) jināyat atau „ukhubat, 
(5) al-ahkām as-ssulthāniyah (khilāfah), (6) siyār, dan (7) mukhasamat. 
Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum 
Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang 
diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, yang telah pula disinggung 
di muka, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut: 
„Hukum Perdata‟ (Islam) adalah (1) munākahat mengatur segala sesuatu 
yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) wirāsah 
mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta 
peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga 
hukum farā‟id; (3) muamalāt dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan 
dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, 
pnjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya. 
„Hukum publik‟ (Islam) adalah (4) jināyat yang memuat aturan-aturan 
mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarīmah 
hudūd maupun dalam jarīmah ta‟zir. Yang dimaksud dengan jarīmah adalah 
perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Alquran 
dan Sunnah Nabi Muhammad (hudūd jamak dari hadd = batas). Jarīmah ta‟zir adalah 
18 
 
 
 
perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan ancaman  hukumnya ditentukan 
oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta‟zīr = ajaran atau pengajaran); (5) 
ah-ahkām as- sulthāniyah membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala 
negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan 
sebagainya; (6) siyār mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan 
pemeluk agama dan negara lain; (7) mukhasamat mengatur soal peradilan, 
kehakiman, dan hukum acara.  
Jika bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas di atas di 
bandingkan dengan susunan hukum Barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan 
dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, maka butir (1) dapat disamakan 
dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan 
hukum benda dan hukum perjanjian, perdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, 
butir (5) dengan hukum ketatanegaraan yakni tata negara dan administrasi negara, 
butir (6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara.
31
 
4. Tujuan Hukum Islam 
Dipelajari dengan saksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang 
terdapat di dalam Alquran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat 
mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan 
hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat kelak, dengan 
jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang 
                                              
31
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, h. 56-58. 
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mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, 
tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia 
ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kelak di akhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi 
(m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, 
(2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuan 
hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut 
al-maqasid al-khamsah, atau al-maqasid Al-shari‟ah (baca: al-maqasidis syari‟ah, 
kadang-kadang disebut al-maqadis syar‟iyah).32 
B. Perceraian  
1. Pengertian Perceraian 
Pengertian perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata 
dasar “cerai”.
33
 Sedangkan dalam Bahasa Arabnya berasal dari kata “thalaq” yang 
berarti “melepaskan” dan “meninggalkan”.
34
 Menurut istilah (syara‟) perceraian 
merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah 
lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh 
                                              
32
Abu Ishaq al- Syatibi, al- Muwaffakat fi al-Ushul al-Syari‟ah, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub 
al-Ilmi, t.th), h. 8.  
33
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2008), h. 1383. 
34
KH. Adib Bisri dan KH. Munawwir A. Fatah, Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia (Cet 
I; Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 355. 
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syara‟.35 Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqoh, adapaun arti dari 
talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. 
Dalam Alquran, perceraian dikenal dengan istilah talak, Allah swt. berfirman 
dalam QS Al-Baqarah/2 : 227. 
                    
 
Terjemahnya: 
“Dan jika mereka berketetapan hati  hendak menceraikan, maka sungguh Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.36 
Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik 
yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang 
jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau 
talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.
37
 
Allah swt. berfirman dalam QS Ath-Thalaq/6:1. 
                                
Terjemahnya:  
“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 
wajar)”.38  
                                              
35
Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayatul Akhyar, Juz XI (Surabaya: Darul 
Ilmi), h. 175.  
36
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf, h. 
136 
37
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. II; 
Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 103. 
38
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf, h. 
558. 
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Apabila antara suami istri terjadi perselisihan yang menimbulkan 
permusuhan, kebencian antar keduanya atau terhadap kaum kerabatnya, sehingga 
tidak ada jalan lain, sedang usaha damai sudah dilakukan, namun tidak menghasilkan 
kedamaian untuk melanjutkan ikatan pernikahan, maka thalaq (perceraian) itulah 
jalan satu-satunya yang dapat ditempuh. 
2. Putusnya Perkawinan 
Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan 
seorang wanita sudah berakhir. Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu 
perbuatan halal yang prinsipnya dilarang oleh Allah. Putusnya perkawinan berarti 
juga berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi 
siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam 
dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan: 
1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian. 
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak. 
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu‟. 
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut 
fasakh.
39
 
Namun tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 36 Peraturan 
Pemerintahan nomor 9 tahun 1975. 
                                              
39
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta: Kencana, 
2011), h. 197 
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Menurut Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat 
putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.
40
 
Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 
113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam merumuskan garis hukum 
yang telah rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat 
hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 
Undang-Undang nomor 1 tahaun 1974. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam mengenai 
putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena 
talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 mempertegas bunyi Pasal 39 
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum 
Islam, yaitu untuk orang Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak.
41
 
3. Bentuk dan Alasan Perceraian 
a. Bentuk-Bentuk Perceraian 
Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh 
suami, ada dua macam yaitu: (1) Talak Sunni yaitu talak dimana suami pada saat 
menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu 
belum pernah dicampuri oleh suaminya. (2) Talak Bid‟iy ialah talak dimana suami 
                                              
40
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Pasal 38. 
41
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 
74 
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menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan 
haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.
42
 
Perceraian ditunjau dari segi jelas tidaknya lafadz talak dibagi menjadi dua 
macam, yaitu:  
1) Talak Sarih ialah talak yang diucapkan dengan lafadz yang jelas 
maknanya tentang perceraian. 
2) Talak Kinayah ialah talak yang diucapkan dengan lafadz tidak jelas atau 
dengan melalui sindiran.
43
 
Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang 
menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadz maupun tulisan yang 
ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan. 
Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi 
menjadi dua macam, yaitu: 
1) Talak Raj‟i yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada 
istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa 
iddah.
44
 Talak raj‟i adalah talak kesatu atau kedua. Status hukum 
perempuan dalam masa talak raj‟i sama dengan istri dalam masa 
pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, yaitu tidak 
                                              
42
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2013), h. 130. 
43
H.S.A. al-Hamdani, Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim (Cet. IV; Jakarta: Pustaka 
Imani, 2002 h. 211. 
44
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2011), h. 220. 
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boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk 
kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang 
ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup 
mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai 
dalam bentuk talak raj‟i tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam 
arti sebenarnya.
45
 
2) Talak Ba‟in yaitu talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. 
Talak dalam bentuk ini tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan 
untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. Selanjutnya 
Talak ba‟in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu: 
a) Talak Ba‟in Sughra : Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada 
istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan 
baru. 
b) Talak Ba‟in Kubra : Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami 
untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah 
maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang 
mentalak ba‟in istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika 
memnuhi syarat-syarat yaitu: 
1. Istri telah kawin dengan laki-laki lain. 
2. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru. 
                                              
45
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, h. 221. 
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3. Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru. 
4. Telah habis masa iddahnya.46 
Bentuk-bentuk perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 ada 2 yaitu: 
1. Cerai talak adalah upaya dari pihak seorang suami untuk menceraikan 
istrinya. 
2. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan 
terlebih dahulu oleh istri yang diajukan kepada Pengadilan Negeri/ 
Pengadilan Agama untuk dimintakan putusan tentang gugatan perceraian. 
b. Alasan Perceraian 
Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya 
perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala 
akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-
benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan 
perkawinan. 
Dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada 
cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.
47
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Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur 
dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya sebagai 
berikut: 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, yang 
menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 
antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Terhadap 
ketentuan yang termuat dalam Pasal tersebut di atas, khususnya ayat 2 Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Thaun 1974 serta Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan 
bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 
sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 
kemampuannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 
lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain; 
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; 
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
48
 
Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai 
alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk 
agama Islam, yaitu : 
a. Suami melanggar taklik talak. 
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 
dalam rumah tangga.
49
 
4. Akibat Putusnya Perkawinan 
Akibat putusnya perceraian diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, 
Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan 
menjadi dua macam, yaitu (1) akibat talak, dan (2) akibat perceraian. Bilamana 
perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 
1. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, hak berupa uang 
atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; 
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2. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri selama 
dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz 
dan dalam keadaan tidak hamil; 
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qabla 
al dukhul; 
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun.
50
 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres 
Nomor 1 Tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu: 
1. Terhadap anak-anaknya; 
2. Terhadap harta bersama; 
3. Terhadap mut‟ah. 
Ada tujuh akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-
anaknya, yaitu sebagai berikut: 
1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, 
kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh: 
a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 
b. Ayah; 
c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 
d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu 
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f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 
hadhanah dari ayah atau ibunya. 
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 
dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 
Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 
mempunyai hak hadhanah pula. 
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak 
Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan angka 1, 2, 3, 
dan 4. 
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 
yang tidak turut padanya (Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
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Dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tiga akibat putusnya 
perkawinan karena perceraian terhadap anak-anak sebagai berikut:   
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana ada 
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perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadila memberikan 
keputusan. 
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalamkenyataannya 
tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan 
bahwa ibu ikut memiliki biaya tersebut. 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
istrinya.
52
 
Bagi suami-istri yang putus karena talak maupun perceraian, berhak untuk 
mendapatkan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama 
dalam perkawinan. Harta bersama dibagi antara bekas suami dengan bekas istri. Hak 
suami adalah sebagian dari harta bersama, begitu juga istri mendapat bagian yang 
sama besar dengan suami, yaitu separuh harta bersama. 
Di samping itu, kewajiban lain dari bekas suami adalah memberikan mut‟ah 
kepada bekas istrinya. Mut‟ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang 
dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.  
5. Tata Cara Perceraian 
Pada dasarnya perceraian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu cerai 
talak dan cerai gugat. Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan 
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untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya disebut cerai talak. 
Hal ini di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sesudah 
permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama 
melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya 
permohonan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Peradilan 
Agama dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim pada saat memulai 
sidang memberi kesempatan atau berusah agar pemohon dan termohon berdamai, 
kembali rukun sebagai suami istri. Tata cara perdamaian dapat dilakukan secara 
mediasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 
2003 tentang tata cara mediasi di lingkungan badan peradilan. Selain melalui mediasi 
di badan peradilan, perdamaian dapat dilaksanakan di BP4 (Badan Penasihat dan 
Penyelesaian Perselisihan Perkawinan).
53
 
Adanya pembagian perceraian itu, akan berbeda pula prosedur dalam 
pengajuan cerai tersebut. Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975 
mengatur prosedur perceraian, yang dijatuhkan sidang untuk keperluan oleh suami 
terhadap istri adalah sebagai berikut: 
a. Seseorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, 
yang akan menceritakan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat 
tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya 
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disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan 
sidang untuk keperluan itu. 
b. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 
14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim 
surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan maksud perceraian itu. 
c. Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk 
menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat 
alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan 
Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak 
mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
d. Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang 
dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang 
terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai 
Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. 
e. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang 
pengadilan.
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Prosedur yang rinci tentang cerai gugatan dapat dibaca dalam Pasal 132 
sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Tata cara cerai talak adalah 
sebagai berikut: 
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1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan 
Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat 
kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. 
Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan 
Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik 
Indonesia setempat. 
2. Gugatan perceraian karena alasan: 
a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain di luar kemampuannyadapat diajukan setelah lampau 2 
tahun terhitung sejak tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap 
tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama; 
b. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga 
dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama 
mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah 
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan 
suami-istri tersebut; 
c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 
berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan 
putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan 
Salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai 
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keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
3. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat 
atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin 
ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut 
untuk tidak dalam satu rumah. 
4. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat 
atau tergugat, Pengadilan Agama dapat: 
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; 
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 
barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-
barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak 
istri. 
5. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum 
adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian 
tersebut.
55
 
C. Teori Maslahat dan Mudharat Perceraian 
1. Teori Maslahah 
Maslahah berasal dari kata shalaha dengan penambahan alif di awalnya yang 
secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Maslahah adalah 
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mashdar dengan arti kata shalah yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. 
Pengertian maslahah dalam Bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang 
mendorong kepada kebaikan manusia.  Dalam artinya yang umum adalah setiap 
segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 
menghasilakan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti 
menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.
56
Adapun maslahah secara 
definitif antara lain yang dikemukakan Al-Ghazali sebagai berikut. 
 ِْعر َّشلا ِدْوُصْقَم ىَلَع َُةظَفاَحُمْلا57  
Artinya: 
Memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum). 
Para ahli ushul fikih membagi mashlahah menjadi beberapa macam, dilihat 
dari beberapa segi, sebagai berikut. 
1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan ke-mashlahat-an, dibagi menjadi 
tiga, yaitu:  
a. Mashlahah Adh-Dharuriyah, dibagi menjadi lima, yaitu: (1) memelihara 
agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, 
dan (5) memelihara harta. 
b. Mashlahah Al-Hajjiyah. 
c. Mashlahah At-Tahsiniyah. 
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2. Dilihat dari segi kandungan mashlahah, dibagi kepada: (a) Mashlahah Al-
„Amamah dan (b) Mashlahah Al-Khashshah. 
3. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Mushtafa Asy-
syalabi, dibagi menjadi: (a) Mashlahah Ats-Tsabitah (b) Mashlahah Al-
Mutaghayyirah. 
4. Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara‟ dibagi: (a) Mashlahah 
Al-Mu‟tabarah, (b) Mashlahah Al-Mulghah, dan (c) Mashlahah Al-
Mursalah.
58
 
a) Mashlahah Al-„Ammah adalah ke-mashlahat-an yang menyangkut kepentingan 
orang banyak. Ke-mashlahat-an ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, 
tetapi bias berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. 
Contohnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid‟ah yang dapat 
merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak. 
b) Mashlahah Adh-Dharuriyyah adalah ke-mashlahat-an yang berhubungan dengan 
kebutuhan pokok umat manusia dunia dan akhirat. Artinya, kehidupan manusia 
tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. 
Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bias diingkari dan 
sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut Allah swt. 
mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan 
dengan akidah, ibadah, dan mu‟amalah. 
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c) Mashlahah Hajjiyah adalah ke-mashlahat-an yang dibutuhkan dalam 
penyempurnaan ke-mashlahat-an pokok (mendasar) sebelum yang berbentuk 
keringan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. 
Contohnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qashar) salat dan 
berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang mu‟amalah 
dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan 
melakukan jual beli pesanan (bay‟ as-salam), kerja sama dalam pertanian 
(muzara‟ah), dan perkebunan (musaqqah). 
d) Mashlahah Al-Khashsah adalah ke-mashlahat-an pribadi dan sangat jarang 
sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan 
perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mauquf). 
e) Mashlahah Al-Mulghah adalah ke-mashalahat-an yang ditolak oleh syara‟, 
karena bertentangan dengan ketentuan syara‟. Contohnya, syara‟ menentukan 
bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan 
Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua 
bulan berturut-turut, atau meberi makan enam puluh orang fakir miskin. Para 
ulama memandang bahwa hokum ini bertentangan dengan syara‟, karena 
hukuman itu harus ditetapkan secara berurutan. Ke-mashlahat-an seperti ini, 
menurut kesepakatan ulama, disebut dengan mashlahah al-mulghah dan tidak 
dapat dijadikan landasan hukum. 
f) Mashlahah Al-Mursalah, Secara etimologi, mashlahah sama dengan manfaat, 
baik dari segi lafal maupun makna. Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu 
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pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan Al-Mursalah secara etimologi 
artinya terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak 
bolehnya dilakukan.
59
 
Abd Wahhab Khallaf mendefiniskan: 
 َاىِءاَغْلِلا ٌلْيلَد ِِعرا َّشلا ِنَءِْدَري َْلَ ٌةَحَلْصَم اَهَّ ِنا
60 
Artinya: 
Mashlahah mursalah adalah mashlahah yang tidak ada dalil syara‟ dating untuk 
mengakuinya atau menolaknya.   
 
g) Mashlahah Al-Mutaghayyirah adalah ke-mashlahat-an yang berubah-ubah sesuai 
dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Ke-mashlahat-an seperti 
ini berkaitan dengan permasalahan mu‟amalah dan adat kebiasaan. Contohnya 
dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah 
lainnya. 
h) Mashlahah Al-Mu‟tabarah adalah ke-mashlahat-an yang didukung oleh syara‟. 
Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis ke-
mashlahat-an tersebut. Contohnya, hukuman atas orang yang meminum 
minuman keras dalam hadis Rasulullah saw dipahami secara berlainan oleh para 
ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah 
saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. 
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i) Mashlahah Ats-Tsabi adalah ke-mashlahat-an yang brsifat tetap, tidak berubah 
sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, 
zakat, dan haji.  
j) Mashlahah At-Tahsiniya adalah ke-mashlahat-an yang sifatnya pelengkap berupa 
keleluasaan yang dapat melengkapi ke-mashlahat-an sebelumnya. Atau 
mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat 
dharuri, juga tidak sasegalampai tingkat hajjijah, namun kebutuhan tersebut perlu 
dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup 
manusia. Contohnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, 
berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah Sunnah sebagai amalan 
tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.
61
 
2. Teori Mudharat 
Pada dasarnya qawaid fiqhiyyah yang dibuat para ulama berpangkal dan 
menginduk kepada lima qaidah asasiyyah (qawaid asasiyyah al-khamsah). Kelima 
qaidah pokok ini melahirkan bermacam-macam qaidah yang bersifat cabang. 
Sebagian ulama menyebut kelima qaidah asasiyyah ini dengan qawaid al-kubra.  
Adapun qawaid asasiyyah tersebut adalah sebagai berikut:
62
 
1. Segala perkara tergantung kepada tujuannya. 
2. Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. 
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Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, h. 206-207. 
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Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (Cet I; Banjarmasin: Lembaga 
Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 7. 
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3. Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan. 
4. Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan. 
5. Adat kebiasaan dijadikan hukum. 
Mudharat secara etimologi adalah bersal dari kalimat “al-Dharar” yang berarti 
sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-dharar adalah 
membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-dhirar adalah membahayakan 
orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.
63
 
Sedangkan dharar secara terminologi ada beberapa pengertian diantaranya 
adalah Abu Bakar al-Jashas, mengatakan makna Dharar adalah ketakutan seseorang 
pada bahaya yang mengacam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Menurut al-
Dardiri, Dharar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat 
sangat. Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, Dharar ialah mengkhawatirkan 
diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Menurut al-
Suyuti, Dharar adalah posisi seseorang pada sebuah batas, kalua ia tidak 
mengkomsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.
64
 
Sedangkan al-Nabawi menguti pendapat al-Khusni mengatakan bahwa dhirar 
adalah sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang 
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Ali Ahmad Al-Nadwi, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Damaskus; Dār al-Qalam, 1994), h. 287. 
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Abd al-Rahman bin Abi Bakar Al-Suyuti, Asbah wa al- Nazhair Dharar fi al-Furu‟ (Bāirut: 
Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1403 H), h. 60. 
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lain, sedangkan dharar adalah perbuatan yang merugikan orang lain tetapi tidak 
menguntungkan diri sendiri.
65
 Dalam QS. QS Al-Qashash/20 : 77 
 َنْيِدِسْفُمْلا ُّب ُِيَُلا ََّللَّا َّنِإ ِضْرَْلْا فِ َداَسَفْلا ِخْب ََتلاَو۝ 
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu bebuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat keruskan.
66
 
Hadist Hadis Rasulullah saw. riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari 
Ibnu Abbas: 
 َراَرِضَلاَوَرَرَضَلا67 
Artinya: 
 Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling 
membahayakan (merugikan). 
 
Wahbah az-Zuhaily membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima 
klasifikasi, yaitu:
68
 
a. Dharar, yaitu kepentigan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu 
yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingn manusia, 
apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusaka. Kondisi semacam 
ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai 
pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang, dan sebagainya. 
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Ali Ahmad Al-Nadwi, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah, h. 288. 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf, h. 
394. 
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Ahmad bin Hanbal, al-Musnad (Muassasah al-Risalah, 1999), h. 438.  
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Wahbah al-Zuhaily, Nadhriyyah adl Adloruurah as Syar‟iyyah (Bāirut, Muassasah Risalah, 
1982), h. 273. 
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b. Hajat, yaitu kepetingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi 
mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini 
tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang seorang laki-laki yang 
yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan 
halal, bukan makanan haram. 
c. Manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang 
layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya 
hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan pokok seperti beras, ikan, 
sayur-mayur, lauk-pauk, dan sebagainya. 
d. Zienah, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-niali estetika. 
e. Fudhul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, 
yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi 
semacam ini dikenakan hukum sad al-dzariah, yakni menutup jalan atau 
segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah. 
Memberlakukan Qaidah asasiyyah ini harus memperhatikan qaidah 
bagiannya, yaitu: 
a. Kemudharatan dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan menurut syariat. 
Misalnya, orang yang dilanda kelaparan diperkenakan makan binatang yang 
diharamkan karena ketidak adaan makanan yang halal. 
b. Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan 
yang lain. Oleh karena itu, orang yang dalam keadaan terpaksa menghajatkan 
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sekali kepada makanan, maka tidak boleh makan makan milik orang lain yang 
juga sangat menghajatkannya. 
c. Menolak kerusakan (mafsadat) lebih didahulukan daripada menarik 
kemaslahatan.  Oleh karena itu, apabila berjual beli hukumnya sunnat, tetapi jika 
jual beli itu mengandung aspek riba, maka jual beli itu menjadi dilarang. 
d. Apabila dua buah kemudharatan saling berlawanan maka haruslah dipelihara 
yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari 
padanya. 
e. Apabila terjadi perlawanan antara kemashlahatan dan kemudharatan, maka harus 
diperhatiakan mana yang lebih kuat di antara keduanya.  
f. Sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat, harus diperkirakan menurut batasan 
ukuran kebutuhan minimal.
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BAB III 
  METODOLOGI PENELITIAN  
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek 
yang menjadi pokok permasalahan.  
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa karena di 
Pengadilan Agama Sungguminasa dapat diperoleh informasi tentang perceraian. 
B.   Pendekatan Penelitian  
a. Pendekatan yuridis 
Pendekatan yuridis yaitu pendektan kepustakaan yang berpedoman pada 
peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang 
mempunyai hubungan permasalahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan tentang 
perceraian.
70
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Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2001), h. 10. 
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b. Pendekatan teologi normatif 
Pendekatan teologi normatif yaitu upaya memahami agama dengan 
menggunakan kerangka ketuhanan, yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud 
empirik dari suatu keagamaan di anggap yang paling benar bila dibandingkan dengan 
elemen lainnya.
71
 Pendekatan yang berdasarkan pada hukum Islam yaitu Kompilasi 
Hukum Islam dengan melihat apa yang terdapat dalam Al-Qur‟ān dan hadis tentang 
perceraian. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Data primer  
Data primer adalah data yang diperolah melalui field research atau penelitian 
lapangan dengan cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan 
dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait 
dengan penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan 
bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundag-undangan dan publikasi lainnya.  
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Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 28. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data bagian ini mencakup penjelasan tentang metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dokumentasi.
72
 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Observasi 
 Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang 
terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang 
diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.
73
  
b. Wawancara 
  Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal 
yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.
74
 
c. Dokumentasi  
  Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif untuk 
mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan 
dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.
75
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73
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 58. 
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E. Instrumen Penelitian 
  Instrumen Penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan 
jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. 
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 
instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan 
peneliti yang selanjutnya terjung kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan 
oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
a. Pedoman wawancara  
  Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang 
berupa daftar pertanyaan. 
b. Buku catatan dan pulpen 
  Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan 
menulis semua percakapan dengan sumber data. 
c. Kamera  
  Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
 
 
 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
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a. Pengelolahan Data 
  Pengelolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 
1) Editing data  
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas data yang 
diperoleh dari hasil wawancara. 
2) Coding data  
Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada 
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 
kembali. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Suatu 
penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi 
standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang 
cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 
paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.
76
 Tetapi 
triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data 
penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Keadaan Geografi 
Awal berdirinya Pengadilan Agama (PA) Sungguminasa beralamat di jalan 
Andi Mallombasang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, 
Kabupaten Gowa dan pada tahun 2009 berpindah ke Jalan Mesjid Raya No. 25 dan 
menempati gedung baru yang sesuai dengan property Mahkamah Agung. Waktu yang 
ditempuh dari Kota Makassar menuju Pengadilan Agama Sungguminasa ± 15 menit 
dan ± 5 menit dari Kantor Bupati Gowa dan Lapangan Syech Yusuf. Secara 
geografis, Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki letak astronomis 5º11‟55.6" 
LS - 119º27‟11.3" BT. Luas gedung baru kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, 
luas tanah yaitu 3.500 M
2 
dan luas bangunan yaitu 728 M
2
. Di atas tanah seluas 3.500 
m2 dengan status Hak pakai No. 00163 atas Mahkamah Agung RI terletak di Jl. 
Mesjid Raya, Sungguminasa dengan luas bangunan 26 m  x  28 m.
77
 
b. Keadaan Penduduk 
1. Wilayah kota Sungguminasa meliputi 18 Kecamatan. 
a. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan / Desa seluruh wilayah hukum 
Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu : 18 Kecamatan yang terdiri dari 
44 Kelurahan dan 133 Desa. 
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PA. Sungguminasa, Profil Pengadilan Agama Sungguminasa, (06 Mei 2014), http://pa-
sungguminasa.go.id/index.php/profil-pengadilan. (11 Juli 2017). 
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b. Nama Kecamatan dan kelurahan/Desa serta radius/jaraknya ke Pengadilan 
Agama Sungguminasa. 
Tabel 4.1 Daftar Nama Kecamatan dan kelurahan/Desa serta 
radius/jaraknya ke Pengadilan Agama Sungguminasa 
No. Kecamatan Ibukota 
Kecamatan 
Jarak 
(Km) 
Keterangan 
1 2 3 4 5 
1 Bontonompo Tamallayang 16.00  
2 Bontonompo 
Selatan 
Pabundukang 30.00  
3. Bajeng Kalebajeng 12.00  
4. Bajeng Barat Borimatangkasa 15.80  
5. Pallangga Mangalli   2.45  
6. Barombong Kanjilo   6.50  
7. Sombaopu Sungguminasa    0.00 Ibukota 
Kabupaten 
8. Bontomarannu Borongloe   9.00  
9. Pattalassang Pattalassang 13.00  
10 Parangloe Lanna 27.00  
11. Majunu Moncongloe 20.00  
12 Tinggimoncong Malino 59.00  
13 Tombolo Pao Tamaona 90.00  
14 Parigi Majannang 70.00  
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15 Bungaya Sapaya 46.00  
16 Bontolempangan Malakaji 63.00  
17 Tompobulu Malakaji 125.00 Melalui/via 
Kab.Jeneponto 
18 Biring Bulu Lauwa 140.00  
 
2. Penduduk 
Penduduk Kabupaten Gowa seluruhnya 617.317 orang terdiri dari: 
a. Jenis kelamin 
- Laki-laki = 305.202 orang 
- Perempuan = 312.115 orang 
b. Agama 
- Islam   = 590.209 orang 
- Kristen Katolik  =     1.356 orang 
- Kristen Protestan =     2.435 orang 
- Hindu   =        154 orang 
- Budha   =       269 orang78 
c. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah merupakan sebuah Kerajaan di 
Sulawesi Selatan yang secara turun temurun diperintah oleh seorang Kepala 
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Tim PA. Sungguminasa, Laporan Tahunan 2013 PA. Sungguminasa, (Sungguminasa: PA. 
Sungguminasa, 2013), h. 8 
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Pemerintahan yang disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK II Gowa pada 
hakekatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintahan Kerajaan Gowa menjadi 
Daerak TK II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah TK II, Makassar, Gowa, takalar, Jeneponto, yang 
diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan 
Daerah TK II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).
79
 
Kepala Daerah TK II Gowa yang pertama bernama “Andi Ijo Dg.Mattawang 
karaeng Laloang” yang juga dikenal dengan nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 
Aididdin Tumenanga Ri Jongaya, dan merupakan raja Gowa yang terakhir (Raja 
Gowa ke XXXVI).
80
 
Somba sebagai Kepala pemerintahan kerajaan Gowa di dampingi oleh seorang 
pejabat di bidang agama Islam yang disebut “Kali” (Qadli). Meskipun demikian tidak 
semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya 
ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat 
Kerajaan Gowa sampai ke pelosok – pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli 
pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada 
waktu itu berfungsi sebagai Penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas 
memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun 
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Tim PA. Sungguminasa, Laporan Tahunan 2013, h. 1. 
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temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 
1956.
81
 
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang 
Qadli secara otomatis diambil alih oleh jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, 
setelah tahu 1956, diangkat oleh Departemen Agama RI sebagai Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Sombaopu (sekaligus sebagai qadli) yang tugasnya hanya 
sebagai pembaca do‟a dan imam pada shalat Idhul Adha.
82
 
Berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958, maka 
priodesasi ke Qadlian beralih dari jawatan Agama (Departemen Agama) ke Jawatan 
Peradilan Agama (Japera) untuk kemudian berdasarkan penetapan tersebut terbentuk 
Pengadilan Agama / mahkamah Syariah Sungguminasa dengan wilayah yurisdiksinya 
yaitu Kabupaten TK II Gowa. Dengan penetapan Menteri Agama sebagaimana 
tersebut, managemen administrasi dan organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syariah belum berjalan sebagaimana mestinya, di mana secara khusus masih terdapat 
tarik menarik antara berbagai instansi, demikian pula suasana keamanan wilayah 
yang tidak terjamin sepenuhnya.
83
 
                                              
81
Tim PA. Sungguminasa, Laporan Tahunan 2013, h. 2. 
82
Tim PA. Sungguminasa, Laporan Tahunan 2013, h. 2. 
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Berdasarkan SK menteri Agama nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 
1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi 
dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan di 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak 
tanggal 29 Mei 1967 tersebut dengan dipimpin oleh Ketua Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah K.H.Muh.Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di 
bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 
Desa.
84
 
Kepala pemerintahan Kabupaten Gowa sekitar tahun 1857 diperintah oleh 
seorang raja yang disebut Somba. Somba dalam memerintah di dampingi oleh 
seorang Qadi. Qadi yang pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadi 
Muhammad Iskin. Keadaan tersebut berlangsung sampai tahun 1956.  
Terbitnya Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 45 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Diluar pulau Jawa dan Madura, 
menyusul Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan 
IrianBarat, yang kemudian direalisasikan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 
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87 Tahun 1966 maka Pengadilan Agama Sungguminasa resmi terbentuk pada tanggal 
29 Mei 1967 dengan Ketua yang pertama dijabat oleh K.H. Muh. Saleh Thaha.
85
 
Awal berdirinya Pengadilan Agama Sungguminasa, hanya memiliki 2 (dua) 
orang pegawai, yaitu K.H.M. Shaleh Thaha sebagai ketua dan Muh. Syahid sebagai 
pesuruh. Praktis dengan kondisi demikian, Pengadilan Agama Sungguminasa belum 
dapat berbuat apa-apa. Sidang-sidang belum diadakan mengingat kelengkapan sebuah 
lembaga peradilan belum tersedia. Hakim hanya seorang dan panitera belum ada. 
Padahal, sebuah persidangan hanya dapat melaksanakan tugas bila unsur-unsur 
tersebut ada. Bukan hanya dari segi sumber daya manusianya yang menyebabkan 
Pengadilan Agama Sungguminasa belum dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga 
peradilan, tetapi dari segi sarana fisik (perkantoran) dan alat-alat administrasi serta 
pendukung lainnya sangat minim, sehingga terkadang digunakan uang pribadi 
ketua.
86
 
Sebagai tempat segala pelaksanaan segala aktivitas pradilan, Pengadilan 
Agama Sungguminasa untuk sementara waktu menggunakan sebuah rumah sakit 
yang berhadapan dengan Pengadilan Negeri Sungguminasa. di rumah sakit itulah, 
Pengadilan Agama Sungguminasa melayani masyarakat pencari keadilan. Kurun 
waktu 1967-1976, Pengadilan Agama Sungguminasa masih dalam tahap pembenahan 
mendasar. Dengan demikian, tugas-tugas sebagai sebuah lembaga peradilan belum 
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berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dimaklumi, disebabkan minimnya personil 
(tenaga kerja) maupun sarana pendukung lainnya (Administrasi dan Perkantoran).
87
 
Begitu pula dengan para pencari keadilan yang berperkara, menyampaikan 
permohonan ataupun gugatannya tidak tertulis, tapi secara verbal (lisan). Tetapi 
sebelum masalahnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama, terlebih dahulu 
diselesaikan secara musyawarah di desa masing-masing melalui tokoh masyarakat 
setempat. Kemudian setelah tokoh masyarakat tidak dapat menyelesaikannya, lalu 
kemudian diproses oleh Pengadilan Agama untuk proses lebih lanjut. 
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun seperti yang 
dikutip dari data Pengadilan Agama Sungguminasa.
88
 
Tabel 4.2 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa 
NO NAMA 
GOLONGAN PENDIDIKAN TAHUN 
MENDUDU
KI 
TERAKHIR TERAKHIR JABATAN 
1. K.H. Muh.Saleh Thaha III SLTA 1966-1976 
2. K.H. Drs.Muh.Ya‟la Thahir - SLTA 1976-1982 
3. K.H. Muh.Syahid - SLTA 1982-1984 
4. Drs. Andi Syamsu Alam,S.H. III/d S.1 1984-1992 
5. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir IV/a SLTA 1992-1995 
6. Drs. Muh.As‟ad Sanusi, S.H. IV/a SLTA 1995-1998 
7. Dra. Hj.Rahmah Umar IV/b S.1 1998-2003 
8. Drs. Anwar Rahman IV/b S.1 2003-2004 
                                              
87Ismiati S. Asrakal, “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di 
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9. Drs. Khaeril R., M.H. IV/c S.1 2004-2007 
10. Drs.H.M.Alwi Thaha,S.H.,M.H. IV/d S.2 2007-2012 
11. Drs. H. Hasanuddin, M.H. IV/c S.2 2012-2015 
12 Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. IV/b S.2 2015-2017 
13 Drs. Ahmad Nur, M.H. 
IV/b S.2 
2017 s.d 
Sekarang 
 
d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa 
Adapun visi Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai berikut : 
“Mewujudkan lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggara 
peradilan dan pelayanan”.
89
 
Visi Pengadilan Agama Sungguminasa di atas diharapkan dapat meberi 
motivasi seluruh pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa dalam melaksanakan 
aktivitas. Pengadilan Agama Sungguminasa menginginkan dirinya menjadi suatu 
lembaga yang dapat memberikan “jaminan” bagi pencari keadilan, baik dari sisi 
pelayanan maupun penyelenggaraan proses peradilan sesuai dengan standar prosedur 
yang telah ditetapkan, termasuk kinerja sumber daya manusianya, sarana 
prasarananya maupun system yang diterapkan sesuai dengan tugas yang diemban dari 
MA itu sendiri, sehingga keberadaannyaselalu diperhitungkan, disenangi bahkan 
dapat menjadi situs bagi semua pihak. Keinginan menjadi sebuah institusi yang 
berkualitas sehingga dapat disejajarkan bersama dengan institusi lainnya dalam 
penyelenggaraan dan pelayanan public tentunya mempunyai konsekuensi yang cukup 
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berat dan cukup menantang bagi perwujudan dari rasa keinginan tersebut. Keinginan 
yang besar ini akan diiringi dengan Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka 
mewujudkan Akuntabilitas Kinerja.
90
 
Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Sungguminasa yang ditetapkan tersebut 
seperti yang dikutip dalam Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Agama Sungguminasa, 
maka beberapa Misi pengadilan Agama Sungguminasa sebagai perwujudan dari Misi 
MA untuk (lima) tahun mendatang, diantaranya: 
1. Terwujudnya standar operasional prosedur dalan penyelenggaraan 
persidangan dan pelayanan. 
2. Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh Masyarakat. 
3. Meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi informasi. 
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.91 
e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa 
Susunan Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa 2017. 
Ketua  : Drs. Ahmad Nur, M.H 
Hakim  : Ahmad Jamil, S.Ag. 
     Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. 
     Maryam Fadhillah, S.HI. 
     Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. 
     Ulen Thahir, S.HI., M.H. 
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Panitera  : Hasbi, S.H., M.H. 
Sekretaris  : Drs. Muhammad Amin, M.A. 
Panmud Permohonan  : Haerul Ahmad, S.H., M.H. 
Panmud Gugatan  : Dra. Nadirah 
Panmud Hukum   : Agus Salim Razak, S.H., M.H. 
Kaur Pelaporan  : Verry Setya Widyatama, S.Kom. 
Kaur Kepegawaian  : Erni, S.H. 
Kaur Umum dan Keuangan : Bulgis Yusuf, S.HI., M.H. 
Panitera Pengganti  : Darmawati, S.Ag. 
    Dra. Jasrawati 
    Mukarramah Saleh, S.H. 
    Hasbiyah, S.H.  
    Drs. H. S. Ahmad Abbas 
    Nur Intang, S.Ag. 
    Dra. Hj. Musafirah, M.H. 
    Andi Tenri, S.Ag. 
    Hj. St. Suhrah, BA 
    Rahmatiah, S.H. 
    Dra. I. Damri 
    Hj. Nurwaliah Razak, S.Ag. 
    Muhammad Rustan, S.H. 
    Drs. H. Misi, S.Ag. 
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    Ibrahim, S.H. 
Jurusita  : Muh. Aleks, S.H. 
    Hairuddin, S.H. 
Jurun sita Pengganti  : Sirajuddin 
     Purnama Santi
92
 
B. Faktor yang Menyebabkan Perceraian Mengandung Maslahat dan Mudharat 
 Perkara kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam 
kurung waktu yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah diputuskan 
perkara cerai gugat sebanyak 1.702 dan cerai talak 435. Data ini penulis ambil dari 
data di Pengadilan Agama Sungguminasa yang ada dalam laporan tahunan 
Pengadilan Agama Sungguminasa.   
Dalam hal ini dapat kita lihat gambaran mengenai data perkara kasus cerai 
gugat dan cerai talak melalui tabel berikut ini: 
Tabel 4.3 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa 2014-2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 Januari 112 92 204 5 1 5 27 3 2 1 1 4 49 155
2 Februari 155 77 232 10 10 40 1 3 2 1 3 4 74 158
3 Maret 158 83 241 10 14 42 1 2 2 2 1 6 80 161
4 April 161 95 256 7 12 55 1 8 1 1 1 2 5 4 2 99 157
5 Mei 157 92 249 10 5 38 3 2 2 2 4 3 1 70 179
6 Juni 179 77 256 6 15 54 4 2 2 9 5 6 103 153
7 Juli 153 36 189 3 5 43 1 1 3 15 5 1 77 112
8 Agustus 112 82 194 4 3 34 1 6 1 1 8 3 61 133
9 September 133 99 232 12 14 40 1 2 1 4 4 1 79 153
10 Oktober 153 94 247 7 1 14 45 1 4 1 3 3 2 2 83 164
11 November 164 105 269 12 14 68 1 1 1 3 1 1 2 10 7 121 148
12 Desember 148 64 212 13 17 69 1 1 5 2 2 7 5 4 126 86
JUMLAH 112 996 1108 99 2 128 555 2 1 5 1 2 43 11 7 15 31 63 52 5 1022 86
Sungguminasa, 31 Desember 2014
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Panitera/Sekretaris
Drs. H. Hasanuddin, MH
Mengetahui
H a s b i, SH.
LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
JANUARI SAMPAI DESEMBER 2014
Jenis
perkara
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Sumber data, laporan tahunan di Pengadilan Agama Sungguminasa, 2014-1016.
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1 Januari 86 85 171 6 0 2 23 2 1 2 2 1 1 40 131
2 Februari 131 77 208 8 6 36 3 1 3 5 1 63 145
3 Maret 145 68 213 7 1 12 38 1 2 1 3 4 2 71 142
4 April 142 72 214 6 7 46 1 2 5 3 2 2 2 2 78 136
5 Mei 136 73 209 7 8 36 3 2 5 61 148
6 Juni 148 85 233 5 16 51 17 2 1 2 2 5 101 132
7 Juli 132 67 199 6 1 4 22 1 3 1 1 1 40 159
8 Agustus 159 120 279 5 17 51 1 1 3 1 5 1 6 2 2 95 184
9 September 184 133 317 4 1 16 57 8 2 1 3 3 5 4 1 105 212
10 Oktober 212 126 338 12 16 48 13 1 1 3 1 1 5 4 2 107 231
11 November 231 98 329 8 8 66 8 3 4 6 2 105 224
12 Desember 224 92 316 13 21 56 11 2 4 8 4 2 121 195
JUMLAH 86 1096 1182 87 3 133 530 1 1 2 4 76 14 1 18 5 21 47 26 18 987 195
Sungguminasa, 31 Desember 2015
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Panitera
Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH.
NIP 19670730 199303 2 006 NIP. 19651208 199303 1 007
Mengetahui
H a s b i, SH.
LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
JANUARI SAMPAI DESEMBER 2015
Jenis
perkara
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1 Januari 131 130 261 8 10 51 9 2 1 7 2 2 92 227
2 Februari 145 115 260 11 18 55 1 33 2 1 1 3 4 3 132 216
3 Maret 142 98 240 14 15 56 1 3 1 2 1 1 4 4 1 103 211
4 April 136 97 233 4 9 51 1 2 7 2 1 1 2 3 83 225
5 Mei 148 93 241 8 15 56 2 5 4 1 5 1 2 3 2 4 108 210
6 Juni 132 61 193 1 8 51 1 11 2 1 5 1 4 2 2 89 182
7 Juli 159 89 248 3 17 30 4 11 2 2 1 4 2 76 195
8 Agustus 184 127 311 7 20 50 1 4 19 2 4 2 7 4 3 123 199
9 September 212 96 308 3 1 9 32 20 8 1 2 1 1 4 3 2 87 208
10 Oktober 231 143 374 12 20 59 1 4 12 6 1 2 2 5 2 1 127 224
11 November 224 109 333 12 12 64 1 20 9 2 1 2 5 1 1 130 203
12 Desember 195 49 244 11 21 80 20 2 1 1 1 1 6 2 1 147 105
JUMLAH 195 1207 1402 94 1 174 635 2 2 19 170 40 3 29 6 14 54 31 20 1297 105
Sungguminasa, 30 Desember 2016
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Panitera
Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH.
NIP 19670730 199303 2 006 NIP. 19651208 199303 1 007
Mengetahui
H a s b i, SH.
LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
JANUARI SAMPAI DESEMBER 2016
Jenis
perkara
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Beberapa faktor dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian, antara lain: 
1. Faktor ekonomi  
Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisiahan dan 
pertengkaran antara suami isri. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang berhasil tidaknya 
dalam kelurga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor 
keuangan yang memadai akan muncul banyak masalah. Kewajiban memberikan 
nafkah merupakan perintah agama.
94
 
Tidak jarang faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian. Contohnya, 
suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Dalam hal ini, istri yang 
merasakan aspek mudharatnya karena tidak adanya nafkah yang diperoleh dari 
suaminya dan suami tidak memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini menyangkut 
kemashlahatan bagi istri secara pribadi sebagai pihak yang kesusahan karena suami 
meninggalkan kewajibannya memberi nafkah dan istri tidak mendapatkan haknya 
diberi nafkah. Menolak kerusakan, terkait menghilangkan kesusahan istri harus 
didahuluan. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai mashlahat untuk jalan 
keluar yang maksimal dalam menghilangkan kesusahan istri atas permasalahan rumah 
tangga yang sudah tidak mungkin untuk diselesaikan.  
 
2. Krisis akhlak 
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M. Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2014), h. 91. 
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Secara psikologi, orang mempunyai akhlak yang baik, menandakan bahwa ia 
adalah orang yang mempunyai martabat yang baik atau berkelakuan baik. Dengan 
demikian akan dihormati oleh orang lain, sebaliknya apabila akhlaknya tidak baik, 
suka minum minuman keras, suka berjudi, sehingga hal-hal tersebut dapat memicu 
percekcokan dalam sebuah rumah tangga yang dapat mengakibatkan bubarnya rumah 
tangga, sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai, melainkan dirasakan sebagai 
penyiksaan dan penderitaan.
95
 Contonhya, suami pemabuk dan sering keluar malam 
tanpa tujuan yang tidak diketahui yang merasakan kemudharatannya itu adalah istri, 
karena memiliki suami yang sering mabuk-mabukan. 
Menjadi pemabuk sangatlah tidak baik karena bukan hanya dibenci manusia 
akan tetapi Allah pun juga membencinya karena dapat merusak akal, membinasakan 
badan, dan menghabiskan harta. Maka tidak jarang istri menceraikan suami pemabuk 
dengan alasan kemashlahatannya karena tidak ada gunanya mempertahankan rumah 
tangga jika akhlak suaminya tidak terpuji.  
3. Tidak Harmonis 
Tidak ada keharmonisan merupakan salah satu menjadi alasan dalam 
perceraian. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan faktor 
terbesar menyebabkan terjadinya percekcokan dan perselisihan yang terus menerus 
terjadinya yang akan berujung di Pengadilan. Hal ini disebabkan karena sifat-sifat 
dan perilaku suami istri, seperti sering terjadi pertengkaran atau sudah tidak ada lagi 
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kecocokan. Dalam hal ini, melihat kemashlahatnnya yaitu dengan menghindarkan diri 
dari kesukaran hidup akibat hubungan yang tidak cocok antara suami dengan istri 
yang dipertahankan terus akan kian bertambah kerusakan. Sekiranya memudharatkan 
bagi keduanya karena sudah tidak ada lagi keharmonisan yang mereka rasakan. 
4. Kekerasan Fisik 
Kekerasan bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Di dalam 
keluarga, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi diantara anggota keluarga. 
Dalam kaitan ini bahwa kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami kepada 
istrinya.  Di dalam rumah tangga, kekerasan bisa diartikan dengan “penganiayaan 
atau penelantaran” yang dapat digambarkan pada seorang istri karena perlakuan yang 
sewenang-wenang dari suaminya.
96
 
 Dalam hal ini yang mendapat kemudharatan itu adalah istri, karena istri yang 
merasakan/korban kekerasan suami yang tidak jarang lebih memilih bercerai karena 
sudah tidak tahan lagi dengan perilaku seorang suami yang main tangan. Suami 
seharusnya menjaga atau melindungi istri bukan untuk diperlakukan dengan kasar 
seperti itu. Dengan perceraian dapat memberikan kemashlahatan yaitu untuk lepas 
dari jeratan kekerasan suami terhadap istrinya.  
C. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang tentang Perceraian 
 Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan 
kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah, dan rahmah serta perkawinan 
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itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkan pernikahan oleh Islam 
sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (mitsaqan 
ghalidzan) sesuai yang dikehendaki oleh QS Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, 
sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak 
martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada 
manfaatnya untuk dipertahankan. 
 Secara sosioligis, perceraian itu menimbulkan mudarat, akan tetapi 
membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, 
kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. 
 Perkawinan merupakan sebagai ikatan suci yang sangat kokoh antara suami 
istri, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan 
merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang 
dibenci oleh Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu 
Majah yang mengatakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak. 
 Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci 
oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang 
sudah memuncak dan mencekam. Diperbolehkannya perceraian adalah untuk 
menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih 
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banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang 
sifatnya udah memuncak dan mendalam justru akan lebih baik.
97
 
 Menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan 
alternatif penyelesaian masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana 
disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang mengaskan:  
 وَّد م  ي  د  ض ا ف  ً نا  ءْر د  ع  خ ن ا  ص  ً ْهنا  ةْه  ج ي ه
98 
Artinya: 
“Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”. 
 
 Bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat 
banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, 
maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat. 
Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang 
ditanggung lebih besar daripada maslahat bagi kedua belah pihak daripada 
mempertahankan perkawinan. 
 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 
yang menyatakan: “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada 
harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan 
telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan 
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 
Tahun 1991.
99
Dalam QS Al-Baqarah/2 : 227. 
                  
Terjemahnya :  
“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh        
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
100
 
 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat 
berpendapat bahwa perceraian dilakukan itu karna ada alasan dan tidak melawan 
hukum karena tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga 
keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh 
Undang-Undang, oleh karenanya telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan 
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) 
Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 permohonan perceraian dapat dikabulkan.
101
 
 Intinya dalam pandangan Hukum Islam maupun Undang-Undang 
membolehkan perceraian karena itu adalah Hak Asasi Manusia. Hak untuk 
melanjutkan kehidupan kemudian hak untuk berhenti dari sebuah ikatan yang 
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membawa keburukan asalkan memenuhi unsur dan cukup alasan sesuai Undang-
Undang yang berlaku. 
D. Aspek Mashlahat dan Mudharat Perceraian Perspektif Hukum Islam dan 
Undang-Undang dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa 
a. Kasus Perceraian 
1. Perkara Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Sgm,  
 Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata 1 (S. 1), 
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Rumh Sakit Daerah Labuang Baji, 
bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten 
Gowa, selanjutnya bertempat tinggal di jalan Dg. Pasawi II No. 28, Kelurahan 
Maccani Sombala, Kecamatan Tmalate, Kota Makassar. 
 Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah 
Menengah Atas (SMA), pekerjaan karyawan swasta (pengembang perumahan), 
bertempat tinggl di Jalan Bonti Tangnga Kompleks Perumahan IDI Blok B No. 9 
RT/RW 001/002 kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 
Pada tanggal 4 Februari 1989, Permohon dan Termohon telah melangsungkan 
pernikahan. Dari pernikahan tersebut Permohon dan Termohon dikarunia 4 (empat) 
orang anak dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon . Pada  mulanya kehidupan 
rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, namun kemudian 
pada awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran 
dan perselisihan yang disebabkan karena: 
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- Termohon tidak menjalankan kewajibannya selaku istri karena tidak 
mengurus dan melayani Pemohon baik lahir maupun batin, hal ini 
disebabkan Termohon juga berkerja di perusahaan di bidang properti yang 
mempunyai jadwal kerja mulai dari pagi hingga larut malam yang 
membuat Pemohon melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak 
sementara ia juga bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS). 
- Termohon tidak jujur dalam hal keuangan. 
- Termohon selalu membantah dan tidak patuh dan taat kepada Pemohon. 
- Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang namun Pemohon 
masih bertahan tinggal serumah dengan Termohon hanya semata-mata 
pertimbangan anak. 
Perselisihan Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya sejak bulam Mei 
2013 sampai sekarang yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang 
ingga saat ini dan sejak saat itu segala kebutuhan lahir Pemohon dan Termohon 
dilakukan sendiri-sendiri serta beberapa kali Termohon meminta kepada Pemohon 
agar mengurus perceraian, dalam hal ini antara Pemohon dan Termohon masing-
masing sepakat untuk bercerai.
102
 
2. Perkara Nomor Nomor 771/Pdt.G/2016/PA Sgm. 
 Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,  
pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal  di Desa Parigi, 
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Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Tergugat, umur 21 tahun, agama 
Islam, pekerjaan petani,  pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal 
di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. 
Pada tanggal 02 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 
1436 H melangsungkan pernikahan. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan 
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Gowa selama + 
7 (tujuh) bulan, namun sejak bulan Juni 2015 Penggugat pergi meninggalkan 
Tergugat dari rumah bersama Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak 
dikaruniai anak. keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 
berlangsung selama seminggu saja, selanjutnya sejak pertengahan bulan Nopember 
2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul 
perselisihan yang disebabkan : 
- Tergugat hampir setiap malam keluar rumah tanpa diketahui tujuannya 
dan baru kembali pagi harinya; 
- Tergugat suka madat dengan meminum obat-obatan dengan dosis 
berlebihan yang membuat Tergugat mabuk; 
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada 
Penggugat; 
Bulan Juni 2015 adalah merupakan puncak perselisihan Penggugat dan 
Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah 
tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat 
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sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sehingga antara Penggugat dan Tergugat 
kini telah hidup terpisah selama + 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
103
 
Telah dilakukan wawancara kepada tiga orang yang pernah bercerai dan 
hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Ketiganya mengajukan cerai gugat 
terhadap suaminya di pengadilan Agama Sungguminasa. Orang pertama bercerai 
pada tahun 2014, orang kedua dan ketiga bercerai pada tahun 2015.  
Orang pertama, bercerai karena alasan suami pemabuk, sering keluar malam 
tanpa diketahui tujuannya, dan sering bersikap kasar. Jelas hal ini istri lebih merasakn 
kemudharatan disebabkan akhlah buruk suaminya. Namun, dia mengatakan manfaat 
yang dirasakan pasca bercerai yaitu memperoleh ketenangan dan kedamaian tanpa 
harus merasakan penderitaan lagi dari sikap seorang suami yang tiap hari mabuk-
mabukan, sering keluar malam dan bersikap kasar. Adanya peningkatan kemandirian 
karena yang sebelumnya hidupnya bergantung oleh pasangan menjadi harus 
melakukan segala sesuatunya sendiri.
104
 
Orang kedua, bercerai dengan alasan kekerasan yang sering suami lakukan 
terhadapnya. Manfaat yang dirasakan pasca bercerai yaitu menghilangkan kerugian 
yang menimpanya karena buruknya suami yang sering menganiaya, membebaskan 
diri dari kekejaman suami, dan membuat diri lebih mandiri karena sebelumnya 
hidupnya masih tanggungan suaminya. 
105
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Orang ketiga, bercerai dengan alasan tidak dinafkahi oleh suaminya selama 4 
bulan lebih karena suami malas bekerja. Manfaat yang dirasakan pasca bercerai yaitu 
melepaskan diri lebih baik dari pada mempertahankan hubungannya kepada suami 
yang sudah menelantarkan dengan cara tidak menafkahi dalam beberapa waktu dan 
terus berkelanjutan tanpa adanya jalan perubahan dan dapat membuka lembaran baru 
dengan hidup mandiri, mendewasakan diri, menjalani hidup dengan sabar dan belajar 
dari masa lalu yang pernah dijalani. Dan jika Allah mengkhendaki pasangan lain 
dalam hidupnya barangkali pasangan itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.
106
 
Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. melihat bahwa aspek mashlahat dan 
mudharat perceraian itu dilihat dari apabila terdapat dua mudharat maka kita harus 
menimbang mana mudharat yang lebih berat untuk diambil yang paling ringan 
mudharatnya. Jika ada perilaku suami atau istri yang berakibat terhadap 
ketidakharmonisannya rumah tangga misalnya mabuk, zina, atau kekerasan fisik. 
Untuk memperoleh kemashlahatan yaitu dengan jalan perceraian. Memungkinkan 
dengan memutuskan perkawinan suami atau istri bisa lebih merasakan kedamaian 
atau ketenangan. Sedangkan aspek mudharatnya bisa saja trauma terhadap lawan 
jenisnya, merasa minder, belum lagi berakibat terhadap anak-anaknya.
107
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b. Analisis Penulis 
Terhadap kasus perceraian tersebut yang dapat dipahami bahwa hubungan 
pernikahan antara suami istri sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena alasan istri 
yang tidak menjalankan kewajibannya, istri tidak jujur dalam hal keuangan, istri 
selalu membantah, suami sering keluar malam, suami yang suka mabuk-mabukan, 
dan suami yang tidak memberikan nafkah lahir terhadap istrinya.  
Dalam hal ini bahwa antara suami istri memang sudah tidak ada lagi 
kecocokan dan tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak ada lagi mashlahat 
yang diperoleh dari pernikahan malah memberikan kemudharatan. Seperti halnya 
kasus di atas suami tidak bisa memberikan nafkah lahir terhadap istrinya otomatis 
orang menikah itu ada hak dan kewajibannya pasca pernikahan. Sama halnya suami 
yang sering keluar malam dan mabuk-mabuka. Dari situlah sudah memperlihatkan 
tidak adanya mashlahat yang dalam hubungan suami istri malah memberikan 
kemudharatan bagi salah satu pihak yang merasakan kemudharatan itu. Kalau sudah 
ada alasan untuk bercerai kemudian si istri atau suami bersih keras untuk bercerai 
dilihatlah mana lebih banyak atau besar mudharatnya. Apakah lebih besar 
mudharatnya jika diceraiakan atau lebih besar mudharatnya jika dipertahankan. 
Untuk menimbang aspek mashlahat dan mudharat perceraian yaitu, dalam 
aspek mashlahatnya, perceraian tidak hanya memberikan mudharat namun ada 
mashlahat yang dirasakan dalam perceraian yaitu jika dalam kehidupan suami istri 
sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena adanya perpecahan dan pertentangan dan 
akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap perkembangan anak, dan sudah tidak 
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ada lagi kebaikan untuk dipersatukan alangkah baiknya jika mengakhiri hubungan 
perkawinan antara suami istri. Sedangkan dalam aspek mudharatnya, berakibat 
kepada traumatis, istri bisaj atau suami bisa saja trauma dengan lawan jenisnya ada 
perasan minder. Berakibat juga terhadap anak-anaknya baik pendidikan, nafkah, 
perkembangan, serta psikologinya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai aspek mashlahat dan mudharat 
perceraian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian mengandung mashlahat dan 
mudharat perceraian yang mengandung perceraian yaitu : Faktor ekonomi, 
krisis akhlak, tidak harmonis, dan faktor kekerasan fisik. 
2. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang mengandung mashlaahat dan mudharat adalah:  
a. Hukum Islam membolehkan adanya perceraian bila hubungan pernikahan 
itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi 
kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya 
perceraian. Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah suatu perbuatan 
yang halal namun dibenci oleh Allah swt. 
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 38 
mengatur tentang putusnya perkawinan karena alasan perceraian. Pasal 39 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan 
bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana 
suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan 
telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
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Bahwasanya Undang-Undang tidak melarang adanya perceraian asalkan 
cukup alasan dan benar adanya. 
3. Aspek mashlahat dan mudharat perceraian menurut hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, dalam aspek 
mashlahatnya, perceraian tidak hanya memberikan mudharat namun ada 
mashlahat yang dirasakan dalam perceraian yaitu jika dalam kehidupan suami 
istri sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena adanya perpecahan dan 
pertentangan dan akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap 
perkembangan anak, dan sudah tidak ada lagi kebaikan untuk dipersatukan 
alangkah baiknya jika mengakhiri hubungan perkawinan antara suami istri. 
Sedangkan dalam aspek yang menyebabkan kemudharatnya itu berakibat 
kepada traumatis, istri bias saja atau suami bias saja trauma dengan lawan 
jenisnya ada perasan minder. Berakibat juga terhadap anak-anaknya baik 
pendidikan, nafkah, perkembangan, serta psikologinya. 
B. Implikasi Penelitian 
Bertolak dari kesimpulan di atas maka dapat dirumuskan saran-saran yang 
berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu: 
1. Apabila suami atau istri ingin bercerai sebaiknya harus menimbang dulu mana 
mudharat yang lebih berat untuk diambil yang paling ringan mudharatnya. 
Akan tetapi ketika perceraian itu merupakan maslahat yang lebih besar untuk 
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menghindari yang lebih besar kenapa itu tidak dipilih. Mencegah kerusakan 
itu lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan. 
2. Meskipun suami istri yang resmi bercerai harus tetap memperhatiakan 
kehidupan anak-anaknya. Jangan sampai pasca perceraian anak ditelantarkan.  
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Pedoman Wawancara. 
Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. 
Judul : “Aspek Maslahat dan Mudharat Perceraian Perspektif Hukum Islam dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama 
Sungguminasa)” 
1. Bagaimana pandangan Bapak sendiri sebagai Hakim tentang perceraian yang 
sebenarnya perbuatan halal namun di benci oleh Allah? 
2. Apa syarat yang harus ditempuh untuk mengajukan surat perceraian? 
3. Apa saja yang faktor yang menjadi terjadinya perceraian di Pengadilan 
Agama Sungguminasa?  
4. Apakah lebih dominan cerai talak ataukah cerai gugat ? terus alasannya apa. 
5. Lantas menurut Bapak sendiri konsep perceraian dalam Hukum Islam dan 
Undang-Undang itu seperti apa? 
6. Kalau menurut bapak sendiri pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang 
tentang perceraian seperti apa? 
7. Bagaimana aspek maslahat dari perceraian perspektif Hukum Islam dan 
Undang-Undang dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama 
Sungguminasa? 
8. Apa landasannya sehingga perceraian itu memberikan maslahat? 
9. Terus bagaiamana aspek mudharat dari perceraian perspektif hukum Islam 
dan Undang-Undang dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama 
Sungguminasa? 
10. Apa landasannya sehingga perceraian itu memberikan kemudharatan? 
11. Menurut bapak mana lebih banyak memberikan dampak aspek maslahat atau 
mudharatnya? 
12. Siapakah yang lebih mendapatkan kemaslahatan dari perceraian itu? Dan 
siapakah yang lebih mendapatkan kemudharatan dari perceraian itu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedoman Wawancara. 
Masyarakat yang pernah bercerai. 
Judul : “Aspek Maslahat dan Mudharat Perceraian Perspektif Hukum Islam dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama 
Sungguminasa)” 
  
 
 
1. Siapa nama lengkap bapak/ibu? 
2. Dimana alamat tempat tinggal bapak/ibu? 
3. Berapa umur bapak/ibu? 
4. Pendidikan terakhir bapak/ibu? 
5. Apa pekerjaan bapak/ibu? 
6. Apa agama anda? 
7. Apa alasan anda ingin bercerai? 
8. Setelah bercerai apa manfaat yang anda rasakan pasca perceraian? 
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